
 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 7                            Tahun : 2012                                       Seri : C 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR  15  TAHUN 2012 

TENTANG  

 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang     :     a.   bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang 

dapat dipungut untuk memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan 

dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, 

maka dalam rangka peningkatan kualitas Pengendalian 

Menara Telekomunikasi perlu adanya Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi; 

Mengingat       :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 

Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 

9. Peraturan Daerah  Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara 

Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun  2012 Nomor 8 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :    PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 

tertentu di Daerah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan 

dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, 

suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem 

elektromagnetik lainnya. 
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8. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum 

yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 

kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh 

berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, 

desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 

menempatkan perangkat telekomunikasi. 

9. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan dan menempatkan Menara 

Telekomunikasi sesuai dengan space ruang yang tersedia. 

10. Pembangunan adalah  kegiatan membangun menara telekomunikasi yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara 

di atas tanah /lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah atau milik masyarakat 

secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Tata Letak 

Menara yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik 

Menara Telekomunikasi Bersama beserta fasilitas pendukungnya. 

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

12. Retribusi  Daerah   yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas 

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan 

aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
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15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

yang terutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut di wilayah Daerah. 

22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

23. Nilai Jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 
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24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. 

25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB  II 

NAMA,  OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi 

atas pemanfaatan ruang untuk pendirian Menara Telekomunikasi.  

Pasal 3 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan 

ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 

keamanan, dan kepentingan umum. 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk 

Pembangunan Menara Telekomunikasi. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi 

Jasa Umum. 
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BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

Pasal 6 

Tingkat  penggunaan  jasa   pengendalian  Menara  Telekomunikasi diukur 

berdasarkan atas besarnya pemanfaatan penggunaan ruang, keamanan, 

kepentingan umum,  frekuensi, pengawasan dan pengendalian untuk 

Pembangunan Menara Telekomunikasi. 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7  

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas 

pelayanan.  

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk menutup sebagian  komponen biaya sebagai berikut : 

a. pemanfaatan ruang;  

b. keamanan; dan 

c. kepentingan umum. 

Pasal 8 

Tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) menara yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi 

dan Bangunan menara telekomunikasi,  yang besarnya retribusi dikaitkan dengan 

frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.   
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BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 9 

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan 

variabel lokasi, ketinggian menara, jumlah pengguna menara, besaran 

indeks masing-masing variabel dan bobot masing-masing variabel. 

(2) Besaran indeks masing-masing variabel dikalikan bobot masing-masing 

variabel. 

(3) Variabel, besaran indeks, dan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan sebagia berikut : 

NO ASPEK VARIABEL KRITERIA INDEKS BOBOT 

1 2 3 4 5 6 

I. Pola Ruang Lokasi Kawasan 

Permukiman 

2  

   Kawasan 

Industri/ 

Perdagangan 

1,75  

35% 

   Pertanian Lahan 

Basah/Kering 

1,5 

 

 

   Hutan 

rakyat/produksi 

1  

 

II. Keamanan Ketinggian 

Menara 

>75 meter 2  

   >60-75 meter 1,8  

   >45-60 meter 1,6  

   >30-45 meter 1,4 40% 

   >15-30 meter 1,2  

   >0-15 meter 1  
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1 2 3 4 5 6 

III. Kepentingan 

Umum 

Jumlah Pengguna 1 pengguna 2  

   2 pengguna 1,75 25% 

   3 pengguna 1,50  

   4 pengguna 1,25  

   >4 pengguna 1  

 Pasal 10 

(1) Besaran nilai variabel diperoleh dengan mengalikan  indeks dengan bobot. 

(2) Tarif retribusi merupakan penjumlahan dari nilai variabel dalam satuan 

prosentase. 

Pasal 11 

(1) Dasar pengenaan retribusi adalah nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan 

menara telekomunikasi. 

(2) Besaran retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan nilai jual objek pajak 

(NJOP) bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Pasal 12 

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif  retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD. 
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